SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan
akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis, maka perlu dikembangkan dan
diterapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang jelas,
terukur dan efektif melalui penetapan Indikator Kinerja;
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
mengamanatkan bahwa Bupati Wajib menetapkan Indikator
Kinerja Utama untuk Daerah dan Perangkat Daerah serta
Unit Kerja Mandiri dibawahnya;

bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur Indikator
Kinerja Utama Daerah dan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaiaman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

10.

11.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.

Bupati adalah Bupati Ciamis.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintah  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah Kabupaten Ciamis.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Ciamis.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi tertentu di Kabupaten Ciamis.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat SAKIP adalah tatanan, instrumen,
metode pertanggungjawaban meliputi tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan membentuk siklus
akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu,
merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan
kewajiban penyelenggara pemerintahan dalam
mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan  misi
organisasi.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun.
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Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU
adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
Perencanaan kinerja adalah proses penjabaran lebih lanjut
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup periode tahunan.
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI
adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja
individu yang telah diperjanjikan dan atau direncanakan.
Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen yang
digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
(APBN/APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis;

Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran tujuan organisasi sebagai penjabaran
dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata
oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,
terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU Daerah dan IKU Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah :

a.

untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kkinerja
secara baik; dan

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.



Pasal 3

(1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
a. IKU Daerah; dan
b. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 4

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan IKU berdasarkan
tugas fungsinya.

(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah.

BAB III
PEMILIHAN DAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU harus mempertimbangkan:

a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Renstra, kebijakan umum dan/atau dokumen
strategis lainnya yang relevan;

b. bidang kewenangan, tugas fungsi, serta peran lainnya;

c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;

d. kebutuhan data statistik pemerintah;

e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan

ilmu pengetahuan.

Pasal 6

Pemilihan dan penetapan IKU Perangkat Daerah harus
melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari Perangkat
Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Pemilihan dan penetapan IKU harus memenuhi karakteristik
indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, mencakup:
spesifik;

dapat dicapai;

relevan;

menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat
diukur; dan

dapat dikuantifikasi dan diukur.

aooTe

@



-6 -

BAB IV
KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 8

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

mO Q0o

perencanaan jangka menengah;

perencanaan tahunan;

penyusunan dokumen penetapan kinerja;

pelaporan akuntabilitas kinerja;

evaluasi kinerja Daerah dan Perangkat Daerah; dan
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 9

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan
organisasi harus dinyatakan dengan IKU.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 10

Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja
dengan rnemperhatikan capaian indikator kinerja utama
untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam
pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan
meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan
maupun informasi lainnya.

BAB V
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 11

IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator

kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) sebagai berikut :

a. IKU Daerah paling kurang memuat indikator hasil
(outcome); dan

b. IKU Perangkat Daerah paling kurang memuat indikator
keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tuga.

Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :

a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja;

b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu
pengetahuan.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi
pengembangan kinerja Perangkat Daerah.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan
oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 25 Oktober 2019
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 25 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005




